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ABSTRAK 

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan 

peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, yang pertama karena 

subjeknya adalah memang seorang Prajurit; kedua karena subjeknya dapat 

dipersamakan oleh undang-undang sebagai seorang prajurit, dan ketiga dapat juga 

seorang sipil karena keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman 

harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Berbeda 

halnya dengan hukum acara yang diatur khusus dalam Pasal 5 dan Pasal 6 

Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan pengadilan korupsi 

satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara tipikor yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum dan dipertegas 

dalam Pasal 6 UU Pengadilan Korupsi bahwa pengadilan tindak pidana korupsi 

dalam kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara khusus 

dalam perkara tindak pidana korupsi; tindak pidana pencucian uang yang tindak 

pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau tindak pidana yang secara 

tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi 

sehingga bukan tidak mungkin terdapat konflik norma kewenangan antara 

pengadilan tindak pidana korupsi dan kewenangan peradilan militer dalam 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena 

itu, penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dimana 

pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum atas putusan 

hakim yang menjatuhkan putusan anggota militer yang melakukan tindak pidana 

korupsi serta apa pertimbangan hukumnya, kemudian dengan pendekatan kasus 

mengupas kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan militer yang 

bertentangan dengan hukum acara tindak pidana korupsi, yang kemudian 

dilakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan 

tersebut. 
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ABSTRACT  

In Article 9 paragraph (1) of Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice does 

not have the meaning stipulated in the Criminal Procedure Code, that the military 

courts jurisdiction has the authority to adjudicate crimes committed by someone 

who at the time of committing a crime, the first because the subject is indeed a 

member of military; secondly because the subject can be equalized by law as a 

military, and thirdly it can also be a civilian because the decision of the 

Commander with the approval of the Ministry of Law and Human Rights must be 

tried by a military courts jurisdiction. Unlike the case with the procedural law that 

is specifically regulated in Article 5 and Article 6 of Law No.46 of 2009 

concerning the Corruption Criminal Court, that the Corruption Criminal Court 

states that the corruption court is the only court that has the authority to examine, 

try and decide on cases of corruption. the prosecution was filed by the public 

prosecutor and it was confirmed in Article 6 of the Corruption Court Law that the 

court of corruption in its authority to examine, hear, and decide on special cases in 

cases of corruption; money laundering whose original crime is a crime of 

corruption; and/or criminal acts which are expressly stipulated in other laws as 

corrupt acts so that it is not impossible that there is a conflict of authority norms 

between corruption criminal courts and military court jurisdiction in examining, 

hearing and deciding cases of corruption. Therefore, this research used various 

type such as a legal approach, a case approach, and a conceptual approach where 

the conceptual approach is intended to find out the legal consequences of a judge's 

decision that will be punished a member of the military who commits a criminal 

act of corruption and what legal considerations are, then by the case approach 

examines cases contained in military court rulings that conflict with procedural 

acts of corruption, which are then carried out an analysis of the laws relating to 

the issue. 
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